SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN TIMUR — KECAMATAN LENGAYANG
Nomor: 03 Tahun 2017

Tentang

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI LAKITAN TIMUR PERIODE 2017-2022

DI NAGARI LAKITAN TIMUR

WALI NAGAR! LAKITAN TIMUR

~ Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan system Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir
-m-" Selatan Propinsi Sumatera Barat yaitu kembali system Pemerintahan Nagari, dan
T . dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang penataan
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, Keputusan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 03 tahun 2003 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan
Masyarakat Nagari (LPMN) Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan suatu
lembaga social kemasyarakatan sebagaimitra Kerja Pemerintahan Nagari
b. Bahwa dengan adanya perubahan system Pemerintahan terendah di Kabupaten
Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yaitu kembalisistem Pemerintahan Nagari,
dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang penataan
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, Keputusan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 03 tahun 2003 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan
Masyarakat Nagari (LPMN) Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan suatu
lembaga social kemasyarakatan sebagai mitra Kerja Pemerintahan Nagari.
¢. Bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a di atas, perlu dibentuk Kepengurusan
Lembaga Permasyarakatan Nagari Lakitan Timur sebagai mitra kerja pemerintahan
Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan
~ kebutuhan masyarakat dibidang  Pembangunan,  serta bertujuan  untuk
mﬂmperdayakan seluruh potensi Nagari dari, oleh dan untuk masyarakat Nagari
~ Lakitan Timur.
S @,:Lm hwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum dalam diktum a dan b di atas
ditetapkan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
‘I}mur untuk periode 2017-2022 dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan
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1or 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi

skungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tengah JisUndang-
‘Tahun 1957 jo Undang-undangNomor 58 tahun 1958.

B un 2000 tentang kewenangan Pemerintahan dan
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3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa atau sebutan lain.

4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Ketentuan
Pokok Pemerintahan Nagari.

5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 tahun 2002 tentang Pedoman Umum
Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN) dalam Propinsi
Sumatera Barat.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomorr 17 tahun 2001 tentang
Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 68 tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan tahun 2009

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2009

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 05 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD

n Pemerintahan Kabupaten Pesisir selatan tahun 2009.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan atau mengukuhkan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang untuk
periode 2017-2022 sebagai tercantum dalamLampiran 1 Keputusan ini.
Kedua : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari mempun yaitu gas sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Pembangunan partisipatif
2. Meningkatkan Swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Pembangunan secara terpadubaik yang
berasal dari kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta
kegiatan lembaga social masyarakat lain.
4. Memberdaya kanpotensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan Agama,
Budaya, Pendidikan, Ekonomi, danKemasyarakatan lainnya.
: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai fungsi  sebagai
berikut:
1. Perencanaan Pembangunan partisipasif
2. Motor Penggerak Swadaya gotong-royong masyarakat
- 3. Pelaksanaan dan pengkoordinasikan Pembangunan di Nagari

an Pancasila di Nagari
n: n dan Pengumpulkan jiwa Persatuan dan Kesatuan masyarakat Nagari
Jadalam Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan
in Republik Indonesia.
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